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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Hidup manusia membutuhkan tempat tinggal untuk bermukim dan  
kelangsungan hidupnya. Pendayagunakan tanah menjadikan manusia dapat 
menggunakan hak-hak dan kewajibannya dengan seimbang sesuai dengan 
hukum yang berlaku. Penggunaan tanah atau lahan harus sesuaikan dengan 
keadaan dan sifat dari haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan 
dan kebahagiaan yang mempunyai dan juga bagi masyarakat dan negara,
1
 
sebagai fungsi sosial tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah 
kesuburannya serta dicegah kerusakannya.
2
  
Kepemilikan tanah dalam pepatah falsafah masyarakat Jawa,  
"Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati" secara harfiah bermakna “satu 
sentuhan kening, satu jari luas-nya bumi bertaruh nyawa" menunjukkan 
bahwa masalah yang paling prinsip dalam kehidupan orang Jawa adalah 
"kehormatan" dan "tanah" yang akan dibela mati-matian sampai titik darah 
penghabisan
3
. Membela harta benda haruslah mengikuti peraturan hukum 
yang berlaku di negara RI, tidak boleh sewenang-wenang bertindak.  
Hubungan manusia dengan tanah secara potensial mengandung 
masalah yang sulit dipecahkan. Apabila jumlah manusia makin bertambah 
padahal luas tanah adalah tetap maka akan timbul masalah hak atas tanah.
4
  
Sumber daya alam yang berupa tanah langsung dikuasai oleh negara, 
sehingga untuk memperoleh tanah harus berhubungan dengan negara melalui 
                                                 
1 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi 
Daerah, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2008, hlm. 39. 
2 Kartini Muljadi dan Gunawan Wiljadi, Hak-Hak atas Tanah, Cetakan Kedua, Prenada Media, 
Jakarta, 2004, hlm. 18. 
3 Agus Sunyoto K Ng H, Sadumuk Batuk Sanyari Bumi Dito Pati-Amuk, Carok, Siri, 2011, Terdapat 
dalam Pesantrenbudaya.com, hlm. 1 diakses tanggal 1 Maret 2014 jam 15.45 WIB 
4 Iman Soetiknjo, Materi Pokok Hukum Dan Politik Agraria; Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Universitas Terbuka, ADNE 4436, Modul 10-15, Cetakan Pertama, Karunia Universitas 
Terbuka, Jakarta, 1988, hlm. 10.5. 
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teknis hukum secara administrasi. Kewajibkan kepada setiap orang, atau 
instansi pemerintah atau badan hukum untuk mengelola tanah dan 
memanfaatkan dengan baik, memelihara tanah, mencegah kerusakannya, dan 
menambah kesuburannya bagi kemakmuran rakyat. 
Hukum secara administrasi pertanahan merupakan seperangkat aturan 
dan prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan 
kebebasannya. Hukum haruslah netral dan dapat diterapkan pada siapa saja 
secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender, ataupun hartanya. 
Hukum harus dipisahkan dari politik, penerapan hukum di pengadilan pun 
harus dilakukan secara adil.
5
 Hukum merupakan sarana bagi pemerintah 
dalam memberikan sanksi.
6
 Hukum sebagai acuan pemerintah di dalam 
menjalankan kebijakan pembangunan berfungsi sebagai pengatur untuk 
menciptakan aturan-aturan khusus yang berupa undang-undang untuk 
memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan adil. 
Menurut Martiman Prodjohamidjojo memberikan makna negara 
hukum itu berarti semua orang menjunjung tinggi hukum dan tidak ada 
tempat bagi orang yang mempertahankan haknya dengan kekuatan sendiri.
7
 
Dalam pembukaan UUD 1945, bahwa Negara kita adalah Negara 
berdasarkan atas hukum.
8
 Sistem pemerintahan Negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat).
9
 Menurut Julius Stahl, Konsep Negara 
Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat‟ itu mencakup empat 
elemen penting, yaitu: 
1. Perlindungan hak asasi manusia. 
2. Pembagian kekuasaan. 
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 
                                                 
5 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2003, hlm. 1. 
6 Muchsin dan Iman Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penata 
Ruang, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3. 
7 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, P.T. 
Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, 1997, hlm. 1.  
8
 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undangn Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I 
Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan 4, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, 
hlm. 37 
9 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Cetakan I, Genta Publishing, 
Yogyakarta, 2009, hlm. 1 
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4. Peradilan tata usaha Negara.10 
 
Konsep Negara Hukum Indonesia dicantumkan dengan tegas dalam 
Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD 1945, ketentuan Pasal 1 ayat (3) 
yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum, 
segala aspek ke hidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang 
sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan 
hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling 
menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan 
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Nasional yang seluas-luasnya 
demi kemakmuran rakyat Indonesia mencerminkan pada tujuan Program 
Pembangunan Nasional, seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945 
yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
sehingga akan terwujud suatu masyarakat adil dan makmur baik  materiil 
maupun spirituil berdasarkan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang merdeka dan berkedaulatan rakyat serta kehidupan 
berbangsa bernegara yang tertib, aman dan dinamis untuk mewujudkan 
kesejahteraan yang adil dan merata bagi segenap rakyat Indonesia. 
Kemakmuran bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila tersebut 
menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, 
berdasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak menguasai dari negara di atas 
merupakan organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi. Negara
11
 sebagai 
konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki 
                                                 
10 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia. Konsep Negara Hukum.  Hal. 2 terdapat 
dalam www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, di akses tanggal 10 
Agustus 2014 jam 08.05 WIB  
11
 Supriadi, Hukum Agraria, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58. 
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sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Menurut 
Machiavelli, kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara 
dan mempertahankan kemerdekaan.
12
 Sejalan dengan ini kita harus melihat 
pula kepada tujuan hukum pada umumnya ialah kedamaian, keadilan, 
kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama, yang dalam prinsipnya menjadi 
tujuan untuk dilaksanakan oleh negara-negara yang merdeka.
13
  
Keberhasilan peranan hukum dalam mencapai kepastian hukum dan 
keadilan dalam penerapan hukum, maka Gustav Radbruch, mengemukakan 
tujuan hukum terdiri dari tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum 
yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.
14
 Menurut Sudikno 
Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, 
yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau 
proporsional.
15
 Sedang menurut Pujiono, teori Gustav Radbruch 
menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum  yang lainnya. Keadilan 
adalah titik tujuan tertinggi keberadaan hukum.
16
 Hukum dibuat untuk 
menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni 
mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, sehingga setiap 
orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya, dan 
dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memposisikan 
yang istimewa kepada keadilan sebagai tujuan hukum.
17
  
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan 
penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) yaitu “Atas dasar ketentuan 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud 
                                                 
12 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristotales, Agustinus, Machiavelli, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta,  2001, hlm. 430. 
13 Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 
1984, hlm. 5 
14 Amiruddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan Pertama, Kreasi 
Total Media (KTM), Yogyakarta, 2007,hlm. 67. 
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 1998, hlm. 2. 
16 Pujiyono, Dialektika Hukum dan Keadilan, Pinus Media, Surakarta, 2011, hlm. 134. 
17Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, 2010, hal 59. 
(Dikutip dalam Mustaghfirin, 18 Oktober 2011, “Sistim Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum 
Islam Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional 
Sebuah Ide Yang Harmoni”, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Terdapat dalam 
mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/2011/10/18/sistem-hukum-barat-sistem-hukum-adat-sistem-hukum-islam-
dalam-perspektif-filsafat-hukum-dan-sistem-hukum-islam-menuju-sebagai-sistem-hukum-nasional-sebuah-
ide-yang-harmoni-disampaikan-pada-per/, hlm. 1. di akses tanggal 10 Agustus 2014 jam 11.36 WIB. 
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dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Tercapai terciptanya Keadilan, 
Kepastian Hukum, Kemanfaatan, serta kesejahteraan, kemakmuran 
masyarakat dalam arti kebangsaan, menjadi tujuan utama dalam hak 
menguasai dari Negara kepada daerah untuk kepentingan rakyat seutuhnya 
dalam pemanfaatannya pada sumber daya alam di Indonesia. Untuk mencapai 
kesejahteraan dimana masyarakat dapat secara aman, yaitu melaksanakan hak 
dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah 
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban tersebut.
18
  
 Kebijaksanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan 
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan yang khusus tentang 
masalah pertanahan yang mengatur segala sesuatu baik menyangkut hak dan 
kewajiban subyek hukum atas tanah. Pokok tujuan Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) ialah:
19
 
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang 
akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 
masyarakat yang adil dan makmur.  
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 
dalam hukum pertanahan.  
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
 
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan negara dalam perwujudan 
tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah meletakkan dasar-dasar 
untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 
bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diadakan pendaftaran tanah, dinyatakan 
dalam ketentuan Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu 
instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang 
                                                 
18
 Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaanya, 
Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 7. 
19 Penjelasan UU  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hlm. 21, 
terdapat dalam www.hukumonline.com, di akses tanggal 3 April 2014, jam 02.39 WIB. 
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bersifat "rechts-kadaster". Rechts kadaster adalah Pendaftaran tanah yang 
diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum atau 
kepastian hak,
20
 untuk mencapai kepastian hukum maka pendaftaran itu 
diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar 
mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu.  
Dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah 
Pasal 19 UUPA. Pasal 19 UUPA, menyatakan :   
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat.
21
 
 
Untuk melaksanakan Pasal 19 ayat 1 UUPA, pemerintah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang disempurnakan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 3 PP Nomor 24 
Tahun 1997 manyatakan  : 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah dan satuan rumah susun dan hal-
hal  lain  yang  terdaftar  agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya  
sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  
 
Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa  untuk 
memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan 
sertifikat hak atas tanah. Tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud dalam 
                                                 
20 Arie Sukanti Hutagalung, Wilbert D. Kolkman, Leon C.A. Verstappen, Cs. 2012, Hukum 
Pertanahan Di Belanda dan Indonesia, Edisi Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, hlm. 234.
 
21 A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia; Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 
Tahun 1997, Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 
1998), Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm .1.  
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ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai 
status kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia, dalam 
penjelasan UUPA memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 
oleh Pemerintah kepada pemilik yaitu subyek hak yang terdaftar sebagai 
pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum, setelah tanah tersebut 
didaftarkan dan terbitnya sertifikat itu sebagai tanda bukti hak kepemilikan 
atas tanah
22
, seharusnya akan terjamin dan tercipta suatu kepastian baik 
mengenai subjeknya, objeknya maupun hak yang melekat di atasnya 
termasuk dalam hal ini peralihan hak atas tanah.
23
  
Sertifikat sebagai Alat bukti telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan,  
dalam hal ini apabila terdapat sengketa maka dapat dijadikan sebagai alat 
bukti yang kuat di pengadilan, demikian telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Dalam hal 
atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama 
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik 
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai 
hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila 
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 
Negara tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran data 
disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi 
negatif karena sewaktu-waktu pemilik sertifikat dapat digugat.  
A.P. Parlindungan, bahwa Sistem publikasi negatif Negara tidak 
menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walau demikian tidaklah 
dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal 
                                                 
22 Lihat Penjelasan Tujuan Umum, IV. Dasar-Dasar Untuk Mengadakan Kepastian Hukum, Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
23
 Ade Irma Octavia, Suhariningsih, Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak 
Atas Tanah Yang Mengalali Tumpang Tindih (Overlapping) (Studi kasus di wilayah Gili Trawangan 
Kabupaten Lombok Utara). Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 7.  
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tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. 
“Bahwa surat tanda bukti hak, yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti 
yang kuat” dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA menyatakan bahwa 
pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. 
Ketentuan mengenai prosedur pengumpulan pengolahan, penyimpanan dan 
penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam 
peraturan pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin 
memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah 
adalah untuk menjamin kepastian hukum
24
.  
Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang 
tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian 
bangunan di atasnya (PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (6)). Dan Data 
yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang 
haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya Pasal 
1 ayat (7). Menyajikan data baik data fisik maupun data yuridis yang 
dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan, haruslah dilakukan secara benar 
sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak sebagai 
bukti yang kuat bagi pemegang hak  agar dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemilik yang sah. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya 
maka data yang disajikan harus diterima sebagai data yang benar.  
Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, 
tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2013 penyempurna dari Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. 
Penyelenggarakan pendaftaran tanah dan Pelaksana pendaftaran tanah  Pasal 
5 PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh 
Badan Pertanahan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran 
tanah dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan 
                                                 
24 A.P.Parlindungan, Op.Cit, 1999, hlm. 126. 
. 
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oleh Kepala Kantor Pertanahan menurut Pasal 6 ayat (1). Pendaftaran tanah 
merupakan pelaksana dari agenda BPN, juga dapat meminimalkan perkara 
masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 menurut Pasal 33 ayat (2) tersebut, diharapkan dapat 
tercipta suatu kepastian hukum dan perlindungan khususnya bagi pemilik hak 
atas tanah yang dapat memperoleh suatu keadilan apabila terdapat kendala 
saat memperoleh hak maupun setelah mendapatkan haknya dalam 
pelaksanaan hukum, seperti dalam permasalahan sengketa gugatan di 
pengadilan.  
Pasal 28 D ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan di atas, H.Hofney 
Setyo Poernomo, Pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum terhadap 
warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka ia 
dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui PTUN.
25
  
Putusan PTUN ini bertujuan memberi kesempatan melakukan upaya 
hukum terhadap terjadinya sengketa yang timbul dalam bidang TUN dengan 
badan/pejabat TUN yaitu untuk mengajukan gugatan melalui PTUN, yang 
berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan Undang-undang yang 
berlaku yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata yang 
berakibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN oleh badan atau pejabat 
TUN. Sertifikat tanah adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN). Sertifikat tanah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan 
Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara ditujukan kepada 
seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat 
hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan 
                                                 
25 Hofney Setyo Poernomo, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha  Negara Dalam Penanganan 
Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang  PTUN”, 2011, Dalam JURNAL “YUSTITIA”, 
Redaksi, Fakultas Hukum Universitas Madura, Pamekasan, Vol. 11, hlm. 62. terdapat dalam 
fh.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/JURNAL-VOL-11.pdf . di akses tanggal 07 Mei 2014 jam 12.13 
WIB 
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lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final),
26
 seperti yang 
tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.   
Keputusan Badan atau Pejabat TUN yang dianggap tidak benar dapat 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat,
27
 karena menimbulkan akibat 
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Untuk memberikan 
perlindungan keadilan bagi yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu 
keputusan TUN dapat mengajukan gugatan ke PTUN.   Pendaftaran tanah 
dilaksanakan oleh petugas kantor Agraria (terutama bidang pendaftaran hak-
hak atas tanah) adalah merupakan tugas yang memerlukan ketekunan, 
kecermatan, ketelitian dalam pelaksanaannya. Hal ini sudah terbukti dengan 
banyaknya sertifikat yang telah diselesaikan dan dalam kenyataan masih 
dijumpai adanya sengketa-sengketa bahwa pemilikan hak itu dinyatakan 
tidak benar oleh penggugat seperti dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Nomor 24/TUN/2000/PTUN.Smg. terhadap sengketa tanah di desa 
Cemani, kabupaten Sukoharjo yaitu terjadi dua atau lebih sertipikat atas 
sebidang tanah yang sama. 
Bachtiar Effendie, Dua atau lebih seritipikat tanah atas sebidang tanah 
yang sama akan menimbulkan tumpang tindih (overlapping) sertipikat dan 
membawa ketidakpastian hukum pemegang hak-hak atas tanah yang sangat 
tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia
28
. Tanah 
yang mengalami tumpang tindih tersebut apabila dapat dibuktikan sebaliknya 
bahwa di atas yang bersertipikat telah diterbitkan sertipikat sebelumnya, 
maka dianggap sertipikat tersebut mengalami cacat hukum administrasi di 
dalam penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, sehingga 
sertifikat dapat dilakukan pembatalan, menurut ketentuan Pasal 104 
PMNA/Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pembatalan hak atas 
tanah yaitu (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan 
                                                 
26 Z.A. Sangaji, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam 
Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,  hlm. 36. 
27 O.C. Kaligis, Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Buku Kedua, Cetakan 
ke-2, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2 
28 Bachtiar Effendie, Praktek  Permohonan Hak Atas  Tanah,  Rajawali, Jakarta, 1993, hlm. 73 
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pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam 
rangka pengaturan penguasaan tanah. (2) Pembatalan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum 
administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak 
atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Ketidakpastian tersebut berakibat tidak aman bagi 
pemegang sertifikat sebagai pemilik yang sah atas tanah terhadap 
perlindungan hak dan kepastian haknya. 
Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting penelitian mengenai  
sistem pendaftaran  tanah  di  Indonesia dan pengaruhnya terhadap 
terciptanya Jaminan kepastian hukum sertipikat hak atas tanah, dari proses 
awal pembentukan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diawali dari 
pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak  menurut  Pasal 19 
ayat 2 UUPA terhadap terjadinya tumpang tindih hak atas tanah walaupun 
telah dilakukan pendaftaran tanah.  
Untuk mengetahui penyelenggaraan sistem pendaftaran tanah tersebut 
dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap Jaminan kepastian hukum terhadap 
sertipikat hak atas tanah yang dimiliki seseorang, supaya dapat membuktikan 
bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, maka judul 
penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “PENGARUH 
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP TERCIPTANYA 
KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERTANAHAN” (Studi di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo). 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalah sebagai berikut : 
1. Apakah penyelenggaraan pendaftaran tanah yang telah diterbitkkan 
sertifikat hak atas tanah dapat memberikan jaminan atas terciptanya 
kepastian hukum bagi pemegang haknya ?  
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2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pendaftaran 
yang memungkinkan kurang memberikan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam tujuan pendaftaran 
tanah bagi pemegang haknya ? 
3. Apakah solusi yang dapat membantu dalam penyelesaian kasus proses 
pendaftaran pertanahan ma nakala jaminan kepastian hukum itu tidak 
dapat di penuhi ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pendaftaran 
tanah yang telah diterbitkkan sertifikat hak atas tanah dapat 
memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum bagi 
pemegang haknya; 
b. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses 
pelaksanaan pendaftaran yang memungkinkan kurang memberikan 
jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana 
disebutkan dalam tujuan pendaftaran tanah bagi pemegang haknya; 
c. Untuk mengetahui solusi yang dapat membantu dalam penyelesaian 
kasus proses pendaftaran pertanahan manakala jaminan kepastian 
hukum itu tidak dapat di penuhi. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam meneliti dalam rangka 
pengembangan ilmu hukum terutama hal yang menyangkut tentang 
pendaftaran pertanahan seperti penerbitan sertipikat tanah berikut 
masalah-masalahnya, dan diharapkan melalui penelitian ini supaya 
dikemudian hari tidak ditemukan kepemilikan sertifikat ganda yang 
akan berakibat tidak tercapai jaminan kepastian hukum bagi 
pemegang hak atas tanah.  
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b. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu 
masalah secara kritis dan sistematis. 
c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh 
gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program 
Pascasarjana  Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi mengenai  
pendaftaran hak tanah serta kebijakan di bidang agraria, khususnya 
mengenai Jaminan kepastian hukum pendaftaran hak tanah yang 
berpengaruh kepada  penerbitan sertipikat hak atas tanah.   
b. Sebagai bahan untuk khasanah keilmuan menambah pengetahuan 
mengenai ilmu hukum agraria terutama mengenai masalah 
pendaftaran  tanah dan penerbitan sertipikat yang dapat menjamin 
kepastian hukum bagi pemegang hak.  
c. Untuk mengembangkan wawasan ilmiah yang dapat digunakan 
dalam penulisan ilmiah di bidang hukum terutama hukum agraria. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberi jawaban mengenai masalah yang diteliti yaitu 
permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa 
pertanahan mengenai sertifikat ganda/overlapping.  
b. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemegang 
sertifikat dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah.  
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
sumbangan pemikiran serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak 
baik pelaksana hukum maupun masyarakat di bidang pertanahan 
terutama yang tertarik dalam masalah bidang pendaftaran hak atas 
tanah. 
 
 
